
W A L I KOTA GORONTALO 

PROVINS I GORONTALO 

P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

T E N T A N G 

P E R U B A H A N ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H 

TAHUN ANGGARAN 2022 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WAL I KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a . bahwa sesua i ke tentuan Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Pemer intahan daerah bahwa Kepa la Daerah 

mengajukan Pera turan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah kepada Dewan Perwaki lan 

Rakya t Daerah u n t u k memperoleh persetujuan bersama; 
PERANGKAT KABAG 

HUKUM ASISTEN S E K D A 

D A ^ ^ H \f-r V 

Menimbang 

  

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR $ TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah 

mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, 
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dr. faahwa adanya keb i jakan Pemer intah Daerah yang bersifat st s c r ta prior i tas, m a k a per lu m e l a k u k a n 

Mengingat 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah T a h u n Anggaran 2022 ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a dan h u r u f b 

perlu menetapkan Pera turan Daerah tenta.ng Peruba.han Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah 

T a h u n Anggaran 2022 ; 

1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah T ingkat 11 di Su lawes i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Be r s ih dan Bebas d a n Korups i , 

Ko lus i dan Nepotisme (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T a h u n 1999 Nomor 75 , T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indones ia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060) ; 

4. Undang-Undang Nomor 109 T a h u n 2000 tentang K e d u d u k a n Keuangan Kepa la Daerah dan Wak i l Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 210, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4028) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2003 Nomor 47 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286) ; 

PERANGKAT 
DAEHAH 

KABAG ASISTEN S E K D A 

- H L_. _ 

Mengingat 

- 2 - 

bahwa adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, -maka-perlu melakukan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b 

perlu menetapkan Peraturan 

Tahun Anggaran 2022, 

Daerah tentang Perihahan Anggaran Pendanatan dan Belania Daerah 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 
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€^—Undang -Undang Nomor 1 l a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republ ik Indones ia T a h u n 2004 Nomor 5, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4355) ; 

7. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang Pemer iksaan Pengelolaan dan Tanggung J a w a b Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4400) ; 

8. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang S is tem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republ ik Indones ia T a h u n 2004 Nomor 104, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4421) ; 

9. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

te lah beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Undang undang Nomor 1 T a h u n 2022 tentang Hubungan Keuangan 

a n t a r a Pemer intah Pusa t dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T a h u n 2022 

Nomor 4, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6757 ) ; 

10. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2022 tentang Hubungan Keuangan an ta ra Pemerintah Pusa t dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2022 Nomor 4, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6757) ; 

PERANGKAT 
DAEJ?AH 

KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K I 5A 
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10. 

Haa 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun — 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757), 
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1 1 . Pe ra turan Pemer intah Nomor 24 T a h u n 2004 tentang K e d u d u k a n Protokoler dan Keuangan P impinan dan 

Anggota Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T a h u n 2004 Nomor 90 , 

T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 4416) sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhir 

dengan Pe ra turan Pemerintah Nomor 2 1 T a h u n 2007 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2007 

Nomor 47 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4712) ; 

12. Pera turan Pemer intah Nomor 55 T a h u n 2005 tentang D a n a Perimbangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2005 Nomor 137, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4575) ; 

13. Pera turan Pemer intah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana te lah d iubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 65 T a h u n 2010 (Lembaran Negara 

Republ ik Indones ia T a h u n 2010 Nomor 123, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5165) ; 

14. Pera turan Pemer intah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan K iner ja Ins tans i Pemerintah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 25 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4616) ; 

15. Pera turan Pemer intah Nomor 71 T a h u n 2010 tentang Standar A k u n t a n s i Pemer intahan (Lembaran Negara 

Republ ik Indones ia T a h u n 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5165) ; 

ASISTEN PERANGKAT KABAG 
DAERAH HUKUM j S E K D A 

7 T 

ti 

12. 

13. 

14. 

15. 

2 #3 

Peraturan-Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4616), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165), 
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16. Pe ra turan Pemer intah Nomor 2 T a h u n 2012 tentang H ibah Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2012 Nomor 5, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 5272) ; 

17. Pe ra turan Pemer intah Nomor 18 T a h u n 2017 tentang Hak Keuangan dan Admin is t ras i P impinan dan Anggota 

Dewan Perwak i lan Rakj^at Da.erah ( l embaran Negara Republ ik Indones ia T a h u n 2017 Nomor 106, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6057 ) ; 

18. Pe ra turan Pemer intah Nomor 2 T a h u n 2018 tentang S tandar Pe layanan Min imal (Lembaran Negara 

Republ ik Indones ia T a h u n 2018 Nomor 2, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6178 ) ; 

19. Pe ra turan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2018 tentang P in jaman Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia T a h u n 2018 Nomor 248 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 6279) ; 

20. Pe ra turan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indones ia T a h u n 2019 Nomor 42 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

2 1 . Pe ra turan Pemer intah Nomor 63 T a h u n 2019 tentang Investas i Pemer intah (Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia T a h u n 2019 Nomor 166, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 6385) ; 

22 . Pe ra turan Menteri Da lam Negeri Nomor 62 T a h u n 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

ser ta Pe laksanaan dan Pertanggungjawaban D a n a Operasional (Ber i ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 

Nomor 1067); 
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D ^ ^ A H 
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Peraturan Pemerintah Nomor-2-Tahun-2012-tentang Hibah- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067), 

  
PERANGKAT | KABAG 
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23 . Pera furan Menteri Da lam Negeri Nomor VV T a h u n 2020 tentang Pedoman Tekn i s Pengelolaan Keuangan 

Daerah (berita Negara Republ ik Indones ia T a h u n 2020 Nomor 1781); 

24. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 27 T a h u n 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Be lan ja Daerah T a h u n Anggaran 2022 (Ber i ta Negara Republ ik ludones ia T a h u n 2021 Nomor 926) ; 

25 . Pera turan Daerah Nomor 7 T a h u n 2021 tentang Anggaran Penda[atan dan Be lan ja Daerah 

T a h u n Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2 0 2 1 Nomor 7); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO TENTANG P E R U B A H A N ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A 

D A E R A H TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasa l 1 

Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah T a h u n Anggaran 2022 semula ber jumlah Rp. 1.222.306.159.228,00 Ber tambah se jumlah 

Rp. 109.906.406.131,00 Sehingga menjadi Rp. 1 .332.212.565.359,00 Dengan rincian sebagai ber ikut : 

1. Pendapatan : 

a. s emula Rp. 961 .043 .065 .350 ,00 

b. ber tambah/berkurang Rp. 18.546.312.007,00 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 1 7 \ T " 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

ar an mn YA cma na 101 Pine 20 ip ca 2 1 NA AA 
ala MKEPULLIK IIIUOIIESia TAlUn LULI 1 

x None omor 920), 

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendalatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 7), 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.222.306.159.228,00 Bertambah sejumlah 

Rp. 109.906.406.131,00 Sehingga menjadi Rp. 1.332.212.565.359,00 Dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

a. semula Rp. 961.043.065.350,00 

b.  bertambah/berkurang Rp. 18.546.312.007,00 
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J u m l a h Pendapatan setelah perubahan 

. Be lan ja : 

Be lan ja : 

a . s emula 

b. ber tambah/berkurang 

J u m l a h belanja setelah perubahan 

Surplus/(Def is i t ) setelah perubahan 

. Pembiayaan : 

1. Pener imaan Pembiayaan 

a. s emula 

b. bertambah / berku rang 

J u m l a h pener imaan pembiayaan setelah perubahan 

2. Pengeluaran pembiayaan 

a s emula 

b. ber tambah/berku rang 

Rp . 979.589.377.357,00 

Rp. 1.222.306.159.228,00 

Rp. 109.556.006.131,00 

Rp. 1.331.862.165.359,00 

Rp. (352.623.188.002,00) 

Rp. 273.253.540.395,00 

Rp. 87.860.094.124,00 

Rp. 361.113.634.519,00 

1 1 n n r v AAC c i '7 r\r\ 
i v ^ . X X . X / > w . - T - r x x . v X X / 

Rp. (3.500.000.000,00) 
PERANGKAT KABAG 

HUKUM ASISTEN S E K D A 

D A E ^ H 

/ t 7"" 4 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

2. Belanja : 

Belanja 

a. semula 

b. bertambah/berkurang 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan : 

1. 

2. 

Penerimaan Pembiayaan 

a. 

b. 

semula 

bertambah/ berkurang 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

Pengeluaran pembiayaan 

Aa. 

b. 

semula 

bertambah/ berkurang 
  

        
  

  

Rp. 979.589.377.357,00 

Rp. 1.222.306.159.228,00 

Rp. 109.556.006.131,00 

Rp. 1.331.862.165.359,00 

Rp. (352.623.188.002,00) 

Rp. 273.253.540.395,00 

Rp. 87.860.094.124,00 

Rp. 361.113.634.519,00 

Rp. 11.990.446.517,00 

Rp. (3.500.000.000,00) 

P (ea Pn ASISTEN | SEKDA 
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J u m l a h pengeluaran pembiayaan setelah' perubahan 

J u m l a h pembiayaan Neto setelah perubahan 

S i s a Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan 

Total Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah 

Pasa l 2 

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 1 terdir i dar i 

1. Pendapatan Asl i Daerah 

a. semula 

b. ber tambah/berku rang 

J u m l a h pener imaan setelah perubahan 

2. Pendapatan transfer 

a. s emula 

b. ber tambah/berkurang 

J u m l a h d a n a transfer setelah pe rubahan 

3. La in - l a in pendapatan daerah yang s a h 

a. s emula 

Rp. 8 .490.446.517,00 

Rp. 352 .623.188.002,00 

Rp. 0,00 

Rp. 1.340.703.011.876,00 

Rp. 265 .041.853.350,00 

Rp. 21 .456.430.007,00 

Rp. 286 .498.283.357,00 

Rp. 691 .001 .212 .000,00 

Rp. 2 .089.882.000,00 

Rp. 693 .091.094.000,00 

Rp. 5 .000.000.000,00 

PERANGKAT KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K I DA 

t '. 

  
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

1. 

-8- 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 

Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan 

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 2 

Pendapatan Asli Daerah 

a. semula 

b. bertambah/berkurang 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 

Pendapatan transfer 

a. semula 

b. bertambah /berkurang 

Jumlah dana transfer setelah perubahan 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

a. semula 
  

Rp “8.400.446.517,00 
Rp. 352.623.188.002,00 

Rp. 0,00 

Rp. 1.340.703.011.876,00 

Rp. 265.041.853.350,00 

Rp. 21.456.430.007,00 

Rp. 286.498.283.357,00 

Rp. 691.001.212.000,00 

Rp. 2.089.882.000,00 

Rp. 693.091.094.000,00 

Rp. 5.000.000.000,00 

Ti an ASISTEN | SEKDA 
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dr. b e i l ambah / berkurang X ^ 

(2). 

J u m l a h la in- la in pendapatan daerah yang setelah perubahan Rp. 

Pendapatan As l i Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdir i dar i j en i s pendapatan As l i Daerah terdiri dar i : 

a . Pajak Daerah 

a. s emula Rp. 

b. ber tambah/berku rang Rp. 

J u m l a h la in- la in pendapatan daerah yang s a h setelah pe rubahan Rp. 

b. Retr ibus i Daerah 

a . s emu la Rp. 

b. ber tambah/berku rang Rp. 

J u m l a h retr ibusi setelah pe rubahan Rp. 

c. Has i l pengelolaan kekayaan daerah yang d ip i sahkan 

a . s emula Rp. 

b. ber tambah/berku rang Rp. 

J u m l a h has i l pengelolaan kekayaan daerah yang d ip isah setelah pe rubahan Rp. 

(5.ooo.uee.ooo,oo^ 

00,00 

90 .925 .900 .000 ,00 

4 .035.653.576,00 

94 .961 .553 .576 ,00 

42 .887 .697 .500 ,00 

14.625.176.431,00 

57 .512.873.931,00 

4 .500.000.000,00 

00,00 

4 .500.000.000,00 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM AS ISTEN S E K D A 

1 _ v 1/ R 
  

b. bertambah/berkurang Rp. (5-000-000-000,00) 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang setelah perubahan Rp. 00,00 

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 

a. Pajak Daerah 

a. semula Rp. 90.925.900.000,00 

b. bertambah/ berkurang Rp. 4.035.653.576,00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 94.961.553.576,00 

b. Retribusi Daerah 

a. semula Rp. 42.887.697.500,00 

b. bertambah / berkurang Rp. 14.625.176.431,00 

Jumlah retribusi setelah perubahan Rp. 57.512.873.931,00 

Cc. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

a. semula Rp. 4.500.000.000,00 

b. bertambah/ berkurang Rp. 00,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00 

aa ia ASISTEN | SEKDA 
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d. La in - l a in pendapatan As l i Dae rah yang s a h 

a. s emula 

h. ber tambah/berkurang 

J u m l a h la in - la in pendapatan As l i Daerah setelah Perubahan 

Pendapatan Transfer sebaga imana d imaksud pada ayat (1) terdir i dar i : 

a . Pendapatan Transfer Pemer intah Pusa t 

a . s emula 

b. ber tambah/berkurang 

J u m l a h Pendapatan Trans fer Pemerintah Pusa t setelah pe rubahan 

b. Pendapatan Transfer an tar Dae rah 

a. s emula 

b. ber tambah/berku rang 

J u m l a h Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

126.728.255.850,00 

2.795.600.000,00 

129.925.855.850,00 

Rp. 643.501.192.000,00 

Rp. 589.882.000,00 

Rp. 644 .091 .074 .000,00 

Rp. 47 .500.020.000,00 

Rp. 1.500.000.000,00 

Rp. 49 .000.020.000,00 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 

/ J -

- Td - 

d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah Kan 

a. semula Rp. 126.728.255.850,00 

b. bertambah/ berkurang Rp. 2.795.600.000,00 

Jumlah lain-lain pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Kp. 129.523.855.850,00 

(3) — Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

a. semula Rp. 643.501.192.000,00 

b. bertambah/ berkurang Rp. 589.382.000,00 

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 644.091.074.000,00 

b. Pendapatan Transfer antar Daerah 

a. semula Rp. 47.500.020.000,00 

b. bertambah/ berkurang Rp. 1.500.000.000,00 

Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan Rp. 49.000.020.000,00 
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{4) La in - l a in pendapatan Dae rah yang s a h sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) terdir i dar i 

a . Pendapatan H ibah 

a. s emu la 

b. bertambah / berku rang 

J u m l a h Pendapatan Hibah setelah perubahan 

b. La in - l a in pendapatan sesua i dengan ke tentuan Pera turan Perundang-undangan 

a. s emu la 

b. ber tambah/berku rang 

J u m l a h l a in - l a in pendapatan sesua i dengan ke tentuan pera turan 

Perundang-undangan setelah pe rubahan 

Pasa l 3 

(1) Be lan ja sebagaimana d i m a k s u d da lam pasa l 1 terdir i dar i : 

a . . Be lan ja Operasi 

s emu la 

bertambah / be rku rang 

J u m l a h belanja Operas i setelah Pe rubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp . 

5 .000.000.000,00 

(5.000.000.000,00) 

0,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

00,00 

00,00 

00,00 

Rp. 912 .481.519.629,00 

Rp. 79 .316.898.731,00 

Rp 991.798.418.360,00 
PERANGKAT 

DAEI 
KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 

a. Pendapatan Hibah 

a. semula 

b. bertambah/ berkurang 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan 

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

a. semula 

b. bertambah/ berkurang 

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-undangan setelah perubahan 

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a.. Belanja Operasi 

semula 

bertambah / berkurang 

Jumlah belanja Operasi setelah Perubahan 

-11- 

———— 44) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

Pasal 3 

  

  

        

Rp. 5.000.000.000,00 

Rp. (5.000.000.000,00) 

Rp. 0,00 

Rp. 00,00 

Rp. 00,00 

Rp. 00,00 

Rp. 912.481.519.629,00 

Rp. 79.316.898.731,00 

Rp 991.798.418.360,00 

P Dana AN ASISTEN | SEKDA 
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^b;—Belanja Modal-

s emu la 

bertambah / berku rang 

J u m l a h belanja Modal setelah Perubahan 

c. Be lan ja T idak terduga 

semula 

bertambah / berkurang 

J u m l a h Be lan ja T idak terduga setelah Pe rubahan 

(2) Be lan ja Operasi sebagaimana di m a k s u d pada pasa l 3 ayat 1 terdir i dar i : 

a . . Be lan ja Pegawai 

s emu la 

bertambah / be rku rang 

J u m l a h belanja Pegawai setelah Perubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp 

303 .370 .393 .010 ,00 

34 .651 .165 .155 ,00 

338 .021 .558 .165 ,00 

6 .454.246.589,00 

(4.412.057.755,00) 

2 .042.188.834,00 

454 .349 .421 .879 ,00 

(20.304.646.090,00) 

434 .044 .775 .789 ,00 

PERANGKAT KABAG 
HUKUM AS ISTEN S E K I )A 

R - t rri 
V 

-12 - 

——b: Belanja Modal 

semula 

bertambah/ berkurang 

Jumlah belanja Modal setelah Perubahan 

c. Belanja Tidak terduga 

semula 

bertambah/ berkurang 

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan 

(2) Belanja Operasi sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari: 

a.. Belanja Pegawai 

semula 

bertambah/ berkurang 

Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan 

  

Rp. 303.370.393.010,00 

Rp. 34.651.165.155,00 

Rp. 338.021.558.165,00 

Rp. 6.454.246.589,00 

Rp (4.412.057.755,00) 

Rp. 2.042.188.834,00 

Rp. 454.349.421.879,00 

Rp (20.304.646.090,00) 

Rp 434.044.775.789,00 

Naa KAT Na ASISTEN | SEKDA 
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— B e l a n j a B a r a n g dan J a s a 

s emu la 

bertambah / berku rang 

J u m l a h belanja B a r a n g dan J a s a setelah Perubahan 

c. Be lan ja H ibah 

semula 

bertambah / berkurang 

U i - X J - A X C t X A J — ' V ^ X C X X X J C A X X X k ^ C A X J . V J \ ^ (, V X C 4 . X J . X V^X M l ^ l ^ x x VX.X x 

d. Be lan ja B a n t u a n Sos ia l 

semula 

bertambah / berku rang 

J u m l a h Be lan ja B a n t u a n Sos ia l setelah Perubahan 

(3) Be l an ja Modal sebagaimana di m a k s u d pada pasa l 3 ayat 1 terdir i dar i 

a. . Be lan ja Modal t anah 

semula 

bertambah/ berkurang 

Rp. 446.605.360.488,00 

Rp. 94 .414.732.001,00 

Rp. 541.020.092.489,00 

Rp. 8 .559.350.000,00 

Rp. 3 .175.329.752,00 

Rp. 11.734.679.752,00 

Rp. 2 .967.387.262,00 

Rp. 2 .031.483.068,00 

Rp. 4 .998.870.330,00 

Rp. 50.000.000,00 

Rp. 20.000.000,00 

PERANGKAT KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K E )A 

hr FT 
1 %£ 1 

/ 

b. Belanja Barang dan Jasa ——- 

aa 

  

semula 

bertambah/ berkurang 

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan 

Belanja Hibah 

semula 

bertambah/ berkurang 

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan 

Belanja Bantuan Sosial 

semula 

bertambah / berkurang 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan 

(3) Belanja Modal sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari: 

a.. Belanja Modal tanah 

semula 

bertambah/ berkurang 

  

Rp. 446.605.360.488,00 

Rp. 94.414.732.001,00 

Rp. 541.020.092.489,00 

Rp. 8.559.350.000,00 

Rp. 3.175.329.752,00 

Rp. 11.734.679.752,00 

Rp. 2.967.387.262,00 

Rp. 2.031.483.068,00 

Rp. 4.998.870.330,00 

Rp. 50.000.000,00 

Rp. 20.000.000,00 

-. Sayan 5 sm ASISTEN | SEKDA 
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J u m l a h belanja Modal T a n a h setelah Perubahan 

Be lan ja Modal Pera latan dan Mesin 

semula 

bertambah / berkurang 

J u m l a h belanja Modal Pera latan dan Mesin setelah Pe rubahan 

Be lan ja Modal gedung dan B a n g u n a n 

semula 

bertambah / berkurang 

J u m l a h Be lan ja Modal Gedung dan B a n g u n a n setelah Pe rubahan 

Be lan ja Modal J a l a n , J a r i n g a n dan Ir igasi 

s emula 

bertambah / berkurang 
J u m l a h Be lan ja Modal J a l a n , J a r i n g a n dan Ir igasi setelah Perubahan 

JRp- 30.000.000,00-

Rp. 42 .545.822.628,00 

Rp. 25 .110.528.657,00 

Rp. 67 .656.351.285,00 

Rp. 107.347.105.518,00 

Rp. 20 .722.667.336,00 

Rp. 128.069.772.854,00 

Rp. 149.909.365.864,00 

Rp. (11.062.290.438,00) 

Rp. 138.847.075.426,00 

PERANGKAT KABAG ASISTEN S E K D A 
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Jumlah belanja Modal Tanah setelah Perubahan .   

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

semula 

bertambah / berkurang 

Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan 

Belanja Modal gedung dan Bangunan 

semula 

bertambah / berkurang 

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 

semula 

bertambah / berkurang 

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan 

  

Rp — 30.000.000,00 

Rp. 42.545.822.628,00 

Rp. 25.110.528.657,00 

Rp 67.656.351.285,00 

Rp. 107.347.105.518,00 

Rp. 20.722.667.336,00 

Rp. 128.069.772.854,00 

Rp. 149.909.365.864,00 

Rp. (11.062.290.438,00) 
Rp. 138.847.075.426,00 

sat aan ASISTEN | SEKDA 
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e. Be lanja Modal Aset tetap la innya 

semula 

bertambah / berku rang 

J u m l a h Be lan ja Modal Aset tetap l a innya setelah Pe rubahan 

(4) Be lan ja T idak Terduga sebaga imana di m a k s u d pada pasa l 3 ayat 1 terdir i dar i : 

a . . Be lan ja T idak Terduga 

semula 

ber tambah / berkurang 

J u m l a h belanja T idak Terduga setelah Perubahan 

Pasa l 4 

(1). Pembiayaan daerah sebaga imana d imaksud pada Pasa l 1 terdir i dar i : 

a . Pener imaan pembiayaan se jumlah 

1) . S emu la 

2) . Be r tambah / berkurang 

J u m l a h pener imaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan se jumlah 

Rp. 

Rp. 

3 .518.099.000,00 

(99.740.400,00) 
o / I 1 Q ocQ cnn o o 

Rp. 

Rp 

6.454.246.589,00 

(4 412.057.755,00) 

2 .042.188.834,00 

Rp. 273.253.540.395,00 

Rp. 87 .860.094.124,00 

Rp. 361.113.634.519,00 

PERANGKAT KABAG ASISTEN S E K I DA 

H l ^ U M 

r ^ 

2S 

e. Belanja Modal Aset tetap lainnya ““TT)-.-, e 

semula 

bertambah / berkurang 

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari: 

a.. Belanja Tidak Terduga 

semula 

Pasal 4 

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah 

1). Semula 

2). Bertambah/ berkurang 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah 
  

Rp 3.518.099.000,00 

Rp. (99.740.400,00) 
Rp. 3.418.358.600,00 

Rp. 6.454.246.589,00 

n (4 41D0 137 788 OM Rp. (4.412.057.755,00) 

Rp 2.042.188.834,00 

Rp. 273.253.540.395,00 

Rp. 87.860.094.124,00 

Rp. 361.113.634.519,00 

ega EA ASISTEN | SEKDA 
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J R S e m u l a 11.990.446.517,00 

2). Be r tambah/berkurang Rp . 

J u m l a h pengeluaran pembiayaan setelah pe rubahan Rp. 

(2). Pener imaan pembiayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a terdiri dar i j en i s pembiayaan: 

a . S iLPA t a h u n anggaran sebe lumnya se jumlah 

1) . S emu la Rp. 

2) . Be r tambah/berkurang Rp . 

J u m l a h S i LPA t a h u n anggaran sebe lumnya setelah 

perubahan Rp. 

b. Penca iran dana cadangan se jumlah 

1) . S e m u l a Rp . 

2) . Ber tambah/(berkurang) . Rp . 

J u m l a h penca i ran d a n a cadangan setelah pe rubahan Rp. 

c. Has i l pen jua lan kekayaan daerah yang d ip i sahkan se jumlah 

1) . S e m u l a Rp . 

2) . Bertambah/(berkurang) Rp . 

(3 .500.000.000,00) 

8 .490.446.517,00 

60 .693 .357 .639 ,00 

44 .136.978.020,00 

104.830.335.659,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
PERANGKAT 

DAEI 
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1). Semula 

2). Bertambah/berkurang 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

(2). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah 

1). Semula 

2). Bertambah/berkurang 

Jumlah SiILPA tahun anggaran sebeiumnya seteiah 

perubahan 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah 

1). Semula 

2). Bertambah/ (berkurang). 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

1). Semula 

2). Bertambah/(berkurang) 

11.990.446.517,00 

(3.500.000.000,00) 

8.490.446.517,00 

  

Rp. 60.693.357.639,00 

Rp. 44.136.978.020,00 

Rp. 104.830.335.659,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 
PER Kai (KA T Pn ASISTEN | SEKDA 
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- J u m l a h h a s i l penjualan kekayaan daerah yang d ip i sahkan 

Rp. 

Kp. 

Rp. 

setelah perubahan 

d. Pener imaan p in jaman daerah se jumlah 

1) . S e m u l a 

2) . Ber tambah/berkurang 

J u m l a h pener imaan p in jaman daerah setelah 

pe rubahan Rp. 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b terdir i dar i j en i s pembiayaan: 

a . Pembentukan dana cadangan se jumlah 

1) . S e m u l a 

2) . Bertambah/(berkurang) . 

J u m l a h pembentukan dana cadangan setelah perubahan 

b. Penyertaan modal (investasi) pemer intah daerah se jumlah 

1) . S e m u l a 

2) . Bertambah/(berkurang) . 

J u m l a h penyertaan modal (investasi) pemer intah daerah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

0,00 

212 .560 .182 .756 ,00 

43 .723.116.104,00 

256 .283 .298 .860 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8 .500.000.000,00 

(3.500.000.000,00) 

PERANGKAT 
DAEHAH 

KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA 
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Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

setelah perubahan 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah 

1). Semula 

2). Bertambah/berkurang 

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah 

perubahan Rp. 

(3). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah 

1). Semula 

2). Bertambah/(berkurang). 

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 

1). Semula 

2). Bertambah/ (berkurang). 

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

Ig
) 
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43.723.116.104, 
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256.283.298.860,00 

  

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 8.500.000.000,00 

Rp. (3.500.000.000,00) 
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setelah perubahan . 5 .000.000.000.00 

3 .490.446.517,00 

0,00 

3 .490.446.517,00 

c. Pembayaran c ic i lan Pokok Utang yang j a t u h tempo se jumlah 

1) . S e m u l a Rp. 

2) . Bertambah/(berkurang) Rp. 

J u m l a h pembayaran c ic i lan pokok utang yang j a t u h tempo 

setelah perubahan Rp. 

P a s a l 5 

U r a i a n lebih lan jut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 1, t e rcantum 

da lam Lamp i ran yang merupakan bagian yang t idak t e rp isahkan dar i Pera turan Daerah in i , terdir i dar i : 

1. Lamp i ran I R ingkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah ; 

2. Lamp i ran 11 R ingkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah Menurut U r u s a n Pemer intahan 

Daerah dan Organisas i S K P D ; 

3. Lamp i ran I I I R inc i an Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah menuru t u r u s a n pemer intahan daerah, 

organisasi S K P D , Pendapatan, Be lan ja dan Pembiayaan; 

4. Lamp i ran IV Rekapi tu las i Pe rubahan Be lan ja Menurut U r u s a n Pemerintah Daerah , Organisas i S K P D , Program dan 

Kegiatan; 

PERANGKAT KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA 

DAE^IAH J t 

Cc. 

ai UB 

setelah perubahan . Tan Rp. 5.000.000.000,00 

Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sejumlah 

1). Semula Rp. 3.490.446.517,00 

2). Bertambah/ (berkurang) kp. 0,00 

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 

setelah perubahan Rp. 3.490.446.517,00 

Pasal 5 

Uraian lebih ianjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasai i, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

“1. 

2, 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

I 

Il 

Il 

IV 

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi SKPD, 

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 

Kegiatan, 
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bamp i ran 

6. Lamp i ran 

7. Lamp i ran 

8. Lamp i ran 

9. Lamp i ran 

10 T y a m n i r a n 

V Rekap i tu las i Pe rubahan Be lan ja Daerah u n t u k Kese larasan dan Keterpaduan U r u s a n Pemer intahan 

Daerah dan Fungs i D a l a m Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

V I Daftar Perubahan J u m l a h Pegawai Per Golongan dan Per j aba tan ; 

VII Laporan Keuangan Pemer intah Daerah yang telah ditetapkan dengan pera turan daerah; 

V I I I Daftar kegiatan-kegiatan t a h u n anggaran sebe lumnya yang be lum dise lesa ikan dan dianggarkan 

kembal i da lam t a h u n anggaran in i ; 

I X Daftar P in jaman Daerah dan Obligasi Daerah ; 

X Be lan ja u n t u k tanggap darura t , ke jadian lua r b iasa dan mendesak yang t idak dapat diprediksi 

sebe lumnya 

Pasa l 6 

Wal i Kota Gorontalo menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah sebagai l andasan 

Operasional Pe laksanaan . 

Pasa l 7 

Pera turan Daerah in i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan . 

PERANGKAT KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA 

D A E J A H r / 
/ 

' ! ' \ 

5. Lampiran 

6. Lampiran 

1. Lampiran 

8. Lampiran 

9. Lampiran 

10. Lampiran 

VI 

VI 

VIII 

IX 

2 193 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah -untuk Keselarasan-dan Keterpaduan 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan, 

Urusan Pemerintahan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang teiah ditetapkan dengan peraturan daerah, 

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran ini, 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, 

Belania untuk tanggap darurat, kejadian luar biasa dan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya 

Pasal 6 

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 

Operasional Pelaksanaan. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap oran 

Daerah Kota Gorontalo 

; e tahuinya , memer in tahkan pengundangan Pera turan Daerah in i dengan pcncmpatannya da lam Lembaran 

• - X L X X X U . C l l x g r k . C l . X X U X V J U X U X X X c U O 

pada tanggal 

S E K R E T A R I S 
24 Oktober 2022 

KOTA GORONTALO, 

Di te tapkan di Gorontalo 

pada tanggal 24 Oktober 

WAL I KOTA GORONTALO r 

M A R T A. TAHA 

2022 

L E M B A R A N D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 5 

N O R E G P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO PROVINS I GORONTALO : (5/22/2022) 

PERANGKAT KABAG ASISTEN S E K D A 

H T ^ U M 

\ 
IJ 

\ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah-ini-dengan penempatannya-dalam Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo 

Darra Ana ala AG Narantala 

pada tanggal 24 Oktober 2022 

SEKRETARIS na KOTA GORONTALO, 

W- 
xIL MADJID 

  

     
   

IS 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 5 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 24 Oktober 

WALI KOTA GORONTALO 

  

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (5/22/2022) 

2022 
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